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Hubungan Pusat-Daerah Pada Masa Awal Orde Baru (1967-1978): Studi Kasen Dagerah Istimewa Aceh.
Sebuah bangsa ada karena adanya kehendak bersama, kesamaan segjarah yang sama, dan tujuan yang sama.
Sebuah bangsa menjadi tidak ada adaiah karena adanya ketidakadilan, diskriminasi dan tertutupnya kran-
kran kebebasan untuk mengekspresikan diri. Bangsa Indonesia lahir karena adanya cita-cita bersama dari
seluruh suku bangsa yang ada untuk membebaskan diri dari belenggu imperialisme dan untuk setara dengan
bangsa-bangsa lainnya, Mclalui proses yang panjang kemudian terbentuklah negara Republik Indonesia.
Proses pengelolaan negara yang terjadi di Indonesia mengalami fluktuasi sepanjang sgjarah. Sejak zaman
revolusi sampai masa Orde Baru Indonesia sebagai sebuah negara terus mengalami tantangan. Skripsi ini
membahas hal tersebut dengan studi kasus di Daerah Istimewa Aceh. Daerah Aceh sgjak masa kemerdekaan
hingga Orde Baru adalah daerah yang terus menerus mengalami pergolakan. Pada masa kemerdekaan yang
diperangi adalah Belanda, sedangkan pada masa-masa setelah itu peperangan yang terjadi adalah antara
Aceh melawan Jakarta (daerah pusat). Pada masa Orde Baru Aceh adalah merupakan saiah satu daerah yang
kaya akan sumber daya alam, tetapi jika dibandingkan dengan pembangunan yang ada terasa kurang
sebanding. Hal ini bukan hanyaterjadi di Aceh, tetapi di beberapa daerah lain mengalami hal yang sama.
Hal ini terjadi karena pemerintah pusat telah menetapkan sebuah mekanisme tertentu untuk melemahkan
daerah, balk secara politik maupun ekonomi. UU No 5 tahun 1974 yang merupakan produk dari Orde Baru
ini, menjadi senjata yang sangat ampuh untuk menekan daerah. Sebagai contoh adalah masalah
pengangkatan kepala daerah, walupu n di tiap daerah ada kepala daerah, tetapi yang menentukannya tetap
pemerintah pusat. Disamping itu pola penyeragaman struktur pemerintahan daerah secara nasional
menjadikan daerah ini menjadi teralienasi dari sistem budayanya sendiri. Dalam hal ekonomi pemerintah
pusat membuat daerah-daerah menjadi mangalami ketergantungan yang tinggi terhadap pusat. Pemerintah
lebih mengedepankan pemberian subsidi kepada daerah-daerah. terrnasuk Aceh. Dalam Realisasi
Penerimaan Daerah Otonom Tingkat |, subsidi pemerintah pusat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan
dan rata-rata posisinya sekitar 60 % dari total penerimaan. Subsidi pemerintah pusat ini merupakan hasil
yang diambil dari daerah. Hal tersebut akhirnya menimbulkan reaksi, khususnya di Aceh. Walaupun
reaksinya dalam skala kecil pada waktu itu, tetapi hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat telah
membuat manajemen hubungan pusat-daerah secara kurang baik. Reaksi ini diwujudkan dengan perjuangan
bersenjata yang dipimpin oleh Hasan Muhammad Tiro. Pada awainya gerakan ini merupakan gerakan elit
dari kalangan intelektual Aceh yang merasaresah melihat kondisi Aceh pada sat itu, yang menurut mereka
Aceh diperlakukan secaratidak adil oleh pemerintah pusat. Gerakan ini walaupun pada akhirnya dapat
ditumpas oleh pemerintah, tetapi tidak mati, dan pada tahun-tahun berikutnya pendukungnya mulai
bertambah banyak.
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